
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Kejahatan 

 

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), 

juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan 

siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. 

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan 

diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu 

konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat 

kecuali akibatnya saja.
1
 

 

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan 

adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan 

(immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta 

undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua 

ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-

psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan 

menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam 

undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).
2
 

                                                 
1
 Kartini Kartono. Patologi Sosial. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 125-126 

2
 Ibid. hlm. 126 
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Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat adaberbagai macam jenisnya 

tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa 

bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap 

badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda 

(perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum 

(pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari 

bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor 

luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya 

keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
3
  

 

Menurut Budianto bahwa salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di 

Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin 

bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih 

banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang 

meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan 

industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan 

kejahatan.
4
 

 

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa 

faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian.
5
 Bakat 

seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang 

pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-

                                                 
3
 Muhammad Mustofa. Kriminologi: Kajian  Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku 

Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum, (Jakarta: Fisip UI Press, 2005), hlm. 47 
4
 Ibid. 

5
 Ibid. 
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tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh 

cacat rohaniah. Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang seringkali 

menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan 

dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya 

meskipun tidak perlu baginya. 

 

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, 

berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan wanita dan 

laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan 

yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu 

berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat 

laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih 

rendah bila dibanding dengan laki-laki. 

 

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan 

pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan 

maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam 

perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku si anak itu 

kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau anak itu sama sekali tidak 

pernah mendapat pendidikan yang teratur baik dari sekolah maupun dari 

orangtuanya. 

 

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, 

misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya 

keluarganya, kenakalan dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga 

karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam 
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rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga, pengawasan orang tua yang kurang, 

disiplin ayah yang keras, serta permusuhan anak terhadap orang tua. Selain itu, 

media komunikasi seperti surat kabar, majalah-majalah, brusur-brosur, buku 

cerita, foto, radio, film, TV, buku-buku komik, dan berita-berita lain dalam 

kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak-anak.
6
 

 

Dimana ada kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat). Pengertian 

penjahat dari aspek yuridis menurut Ridwan dan Ediwarman adalah seseorang 

yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan 

bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum 

(pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu 

kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya 

dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.
7
 

 

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso bentuk-bentuk 

penjahat, yaitu penjahat bawaan lahir; penjahat yang kurang beres 

ingatan/pikiran/penjahat gila; penjahat peminum alkohol/minuman keras; penjahat 

dalam kesempatan, ada kalanya karena terdesak dan adakalanya karena kebiasaan; 

penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya bernafsu melaksanakan kemauannya 

secara bebas dan seenaknya saja; penjahat bentuk campuran antara penjahat 

kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan.
8
 

 

 

 

                                                 
6
 Muhammad Mustofa.Op.cit, hlm. 49 

7
 Ridwan dan Ediwarman. 1994, hlm. 49 

8
 Ibid. hlm. 3 
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Kejahatan di dalam perumusan pasal-pasal KUHP menyatakan bahwa kejahatan 

adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan 

KUHP. Beberapa tindakan kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian, 

penipuan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Berdasarkan Pasal 362 KUHP, 

pencurian dapat diartikan sebagai tindakan mengambil barang, seluruhnya atau 

sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. 

Penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP adalah tindakan ingin menguntungkan 

diri sendiri dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau 

kedudukan palsu, baik dengan perbuatan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian 

kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya 

membuat hutang atau menghapuskan piutang. Penipuan dapat dilakukan oleh 

siapapun, bahkan orang yang berwajah lugu dapat melakukannya. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan adalah perbuatan dengan 

sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka secara definitif 

dalam KUHP tidak disebutkan arti dari penganiayaan tersebut. Berdasarkan Pasal 

285 KUHP, pemerkosaan dirumuskan sebagai berikut: barang siapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh 

dengannya di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan 

pidana penjara selama 12 tahun. 
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B. Kejahatan Pencabulan 

 

1. Pengertian Pencabulan 

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan 

orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan 

kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata 

dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun, 

tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: 

menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, tidak senonoh 

(melanggar kesusilaan, kesopanan).
9
 

 

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar 

susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.
10

 

Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang 

dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau 

tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana. 

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala 

perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, 

semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.
11

  

 

 

 

                                                 
9
 Departermen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 142 

10
 Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 

106 
11

 R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 212 
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Jenis pencabulan dalam KUHP diantaranya: 

a. Perbuatan cabul dengan kekerasan 

Hal yang dimaksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan 

atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat 

mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan 

segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang 

menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat 

pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan 

ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan 

dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak 

kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
12

 

 

Ancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang 

untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia 

membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan 

ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan 

Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, 

kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu 

birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan 

sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi 

dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP 

hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, 

sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan 

oleh seorang wanita terhadap seorang pria.
13

 

 

b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak 

berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat dipidana dengan pidana penjara 

selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul 

dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau 

tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan 

dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya 

yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak 

mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya 

tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu 

mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan 

tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, 

sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih 

dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.
14

 

 

c. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam 

Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh 

tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang 

diketahui atau patut dapat disangka, bahwa umur orang itu belum cukup 

lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk 

                                                 
12

 R. Soesilo. Op.cit. hlm. 212 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
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dikawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan 

cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang 

yang umumnya di bawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan 

cabul. 

 

d. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan 

yang timbul dari pergaulan tedapat dalam Pasal 293 KUHP yang 

menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian 

akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan 

yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja 

membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang 

diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, 

melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul 

itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan: 

1) Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang; 

2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan; dan 

3) Tipu daya.
15

 

 

Orang yang dibujuk itu belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, 

maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual, membujuk seseorang 

pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, karena pelacur sudah 

cacat kelakuannya dalam bidang seksual. Perjanjian itu harus mengarah pada 

pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal 

ini. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan 

ialah sembilan bulan bagi orang yang di dalam negeri dan dua belas bulan bagi 

orang yang di luar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang 

telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadaluarsa. 

 

Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang 

menetapkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

                                                 
15

 R. Soesilo. Op.cit. hlm. 254-255 
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perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling 

singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta 

rupiah. 

 

Hak anak adalah bagian dari Declaration Human of Right of The Child yang wajib 

dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah 

dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang 

berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh karena itu adanya Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku tindak pidana 

pencabulan diancam pidana lebih berat dari beban moral dan materiil korban. 

 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan 

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul 

yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 

290 sub 1 e KUHP yang terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif. 

a. Unsur obyektif: 

1) Barang siapa. Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah 

menunjukkan bahwa siap saja yang apabila orang tersebut terbukti 

memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam 

ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia 

dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. 

2) Melakukan pencabulan dengan seseorang. Yang dimaksud dengan 

malakukan pembuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang 

melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam 

lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba 

anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.
16

 

 

                                                 
16

 Moch. Anwar. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2, (Bandung: Alumni, 

1981), hlm. 181 
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b. Unsur Subyektif: 

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Bahwanya 

seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya harus 

diketahui oleh pelaku. Dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam 

keadaan tidak dasar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa 

yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia 

terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak 

dapat berbuat apa-apa, walaupun ia mengetahui apa yang terjadi pada 

dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempeunyai kekuatan atau tenaga 

sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikipun, 

misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam 

kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.
17

 

 

Unsur-unsur Pasal 290 sub 2e KUHP, yaitu 

a. Unsur Obyektif: 

1) Barang siapa. Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah 

menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti 

memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam 

ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub KUHP, maka ia 

dapat sebut dari tidak pidana tersebut. 

2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang. Yang dimaksud dengan 

melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang 

melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam 

lingkungan nafsu birahi, misalnya berciuman, meraba-raba anggota 

kemaluan, meraba-raba dada dan sebagainya. 

 

b. Unsur Subyektif: 

Diketahui atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum 

cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa 

orang itu belum masanya buat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 

sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria 

sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) 

tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau 

pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.
18

 

 

Unsur-unsur Pasal 290 sub 3e KUHP: 

a. Unsur Obyektif: 

1) Barang siapa. Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah 

menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti 

memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam 
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 Moch. Anwar.Op.cit, hlm. 181 
18

 Ibid. hlm. 182 
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ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 2e KUHP, maka ia 

dapat disebut sebagai pelaku dari pidana tersebut. 

2) Membujuk (menggoda) seseorang. Pengertian membujuk tidak 

persyaratan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seseorang 

melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan 

pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya. 

3) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan 

cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin. 

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan 

perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang 

keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya berciuman, 

meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan 

sebagainya. Persetubuhan yang dimaksud di sini adalah persetubuhan 

yang dilakukan oleh seseorang yang dewasa dengan seseorang yang 

belum berumur 15 tahun. 

 

b. Unsur Subyektif: 

Diketahui atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup 15 

(lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu 

belum masanya untuk dikawini.
19

 

 

C. Penanggulangan Kejahatan  

 

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap 

masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat 

meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam 

masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan 

tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh 

pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan 

sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi 

masalah tersebut.  
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Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara 

semenjak dahulu dan pada hakekatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. 

Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang 

dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma 

hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang 

dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama 

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung 

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua 

pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang 

mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. 

 

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung 

mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan 

pelaku kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha 

penanggulangan kejahatan tersebut. Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan 

kejahatan dapat ditempuh dengan cara: 

a. Criminal application (penerapan hukum pidana). Contohnya penerapan 

Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal, yaitu 8 tahun baik dalam 

tuntutan maupun putusannya. 

b. Preventif without punishment (pencegahan tanpa pidana). Contohnya 

dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka 

secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik 

walaupun ia tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada 

masyarakat. 

c. Influencing views of society on crime and punishment (mas media 

mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat mas media). Contohnya mensosialisasikan suatu 

undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik 

itu dan ancaman hukumannya.
20
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Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu 

agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser memberikan batasan tentang pencegahan 

kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai 

tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai 

tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu 

pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian 

pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta 

kepada masyarakat umum.
21

 

 

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam 

pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi 

pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-

undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-

norma sentral dari masyarakat.
22

 Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci 

dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, 

diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan 

di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi 

menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang 

mendasar.
23

 

 

Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan 

adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga 

tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang 
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berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta 

masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat 

diharapkan. 

 

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak 

terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari 

kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya 

untuk perlindungan masyarakat.
24

 Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan 

dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum 

pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan 

mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”social 

welfare” dan “social defence”.
25

  

 

Menurut Baharuddin Lopa, upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil 

beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) di 

samping langkah pencegahan (preventif). Langkah-langkah preventif menurut 

Baharuddin Lopa meliputi: 

a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang 

dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan. 

b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan. 

c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum 

rakyat. 

d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk 

lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif. 

e. Meningkatan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para 

pelaksana penegak hukum.
26
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Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. 

Solusi represif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah 

mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan 

dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian 

ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi 

pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang 

dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah 

dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecendrungan 

untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung 

kerena rasa takut disebut hukuman. Hal tersebut terkait dengan pandangan Jeremy 

Bentham bahwa yang mengemukakan bahwa tujuan hukuman adalah mencegah 

terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku 

dan individu lain pun untuk berbuat kejahatan.
27

 

 

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. 

Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang 

seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Upaya 

dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau menguranagi 

meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali 

sebagai warga masyarakat yang baik. Masalah pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam 

lingkungan masyarakat, tapi harus diperhatikan pula, atau harus dimulai dari 

kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, 
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dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi 

masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan.  

 

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya 

berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama .Semakin lama kejahatan di ibu 

kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah 

dan sampai ke kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan 

oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai 

program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang 

paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.  

 

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan 

bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang 

dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu: 

a. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan 

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah 

residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan 

secara konseptual. 

b. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime) 

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan 

yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan 

metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (preventif).
28

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan 

mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku 

seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di 

lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan 

dapat dilakukan secara preventif dan represif. 
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1. Upaya Preventif 

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya 

atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik 

daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, 

sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki 

penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan 

ulangan. Upaya preventif sangat beralasan untuk diutamakan karena upaya 

preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan 

ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi 

kejahatan yaitu: 

a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 

mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial 

dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke 

arah perbuatan jahat. 

b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan 

potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut 

disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang 

mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat 

merupakan suatu kesatuan yang harmonis.
29

 

 

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa 

kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan 

sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat 

dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi 

mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor 

yang sekunder saja. 
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Upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta 

bagaimana menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga 

kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan 

bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang 

mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga, di samping itu bagaimana 

meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan 

ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. 

 

2. Upaya Represif 

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional 

yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya 

represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan 

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 

masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan 

melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. 

 

Sistem represif tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem 

peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem 

kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang 

merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. 

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan 

(treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai 

berikut ini. 
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1) Perlakuan (treatment) 

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang 

membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu: 

a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan 

yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan 

kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum 

begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. 

b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak 

berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku 

kejahatan. 

c) Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah 

tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang 

diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan 

agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat 

kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sebelumnya.
30

 

 

Perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan 

penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih 

buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi 

melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin 

lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah. 

 

2) Penghukuman (punishment) 

Bagi pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan 

(treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah 

dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-

undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem 

pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, 

maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar 
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hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan 

berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. 

 

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan 

seperti yang dikutip oleh Abdulsyani menyatakan bahwa tujuan dari 

pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang 

diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-

orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan 

diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam 

masyarakat Indonesia.
31

 

 

Keberadaan sistem pemasyarakatan, di samping narapidana harus menjalani 

hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta 

dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang 

berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang 

meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang 

sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani 

setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka 

untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan 

masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal. 
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D. Pengertian Anak 

 

Pengertian tentang anak secara formal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa 

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak 

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak 

yang ada dalam kandungan. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak, bagi seorang anak yang belum 

mencapai usia 12 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, akan tetapi 

bila anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun 

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat 

diajukan ke sidang pengadilan anak. 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah 

mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan 

hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. 

Pengertian anak dalam hal ini dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, 

anak dibatasi dengan umur antara 12 (dua belas tahun) sampai dengan 18 (delapan 

belas) tahun, sedangkan syarat kedua adalah anak belum pernah kawin, 
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maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan 

kemudian cerai. Apabila anak sedang terikat dalam perkawinan atau 

perkawinannya putus karena perceraian, maka anak tersebut dianggap sudah 

dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun. 

 

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman 

terahadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki 

subtansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subyek 

hukum yang dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya 

seseorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum 

pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari 

perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang 

pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan 

masa depan yang baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


